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BUPATI AGAM 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN  BUPATI AGAM 

NOMOR51TAHUN 2019 

[ [   
[  

T E N T A N G  

 

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  

KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI AGAM, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 

Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2019tentang 
Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah,Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/6/65/20100903154507!Coat_of_Arms_of_Indonesia_Garuda_Pancasila
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010tentangStandar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas 

Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29         

Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke 

Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian 

DalamNegeri dan Pemerintah,Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun         

Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 825); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 533). 

16. Peraturan Bupati Agam Nomor 43Tahun 2018 

tentang Perjalanan DinasPimpinan dan Anggota 

DPRD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 

45). 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2020 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. 

3. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang 

dilakukan dalam/keluar wilayah Kabupaten Agam untuk kepentingan 

daerah atas perintah pejabat yang berwenang. 

4. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor. 

5. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan 

perjalanandinas. 

6. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan adalah perjalanan dari tempat 

kedudukan ke nagari dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan 
dengan jarak minimal 6km dari tempat kedudukan atau melaksanakan 

tugas lebih dari 6 jam, kecuali untuk Petugas Penyuluh Lapangan.  
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7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat 

kedudukan ke kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Agam atau     

ke Kota Bukittinggi. 

8. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dari 

tempat kedudukan ke Ibukota Provinsi atau Kabupaten/kota lainnya 

dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. 

9. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dari 

tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Barat. 

10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat 

kedudukan ke negara lain. 

11. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Inspektorat, Badan, Dinasdan Kecamatan dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Agam. 

12. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah 

dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah 

untuk melakukan perjalanan dinas.  

13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti 

telah melaksanakan perjalanan dinas. 

14. Lumpsum adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. 

15. Biaya At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah.  

16. Uang harian adalah uang yang dibayarkan sebagai pengganti biaya 

keperluan sehari-hari dalam melaksanakan perjalanan dinas. 

17. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas 

yang menggunakan kendaraan umum. 

18. Biaya taksi adalah biaya yang diberikan untuk transportasi dari 

bandara kedatangan ketempat tujuan kegiatan maupun sebaliknya. 

19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang 

dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 
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BAB III 

PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai 

berikut:  

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;  

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Pemerintah Daerah;  

c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan  

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 

 

BAB IV 

KELOMPOK PERJALANAN DINAS 

Pasal 4 

Perjalanan Dinas terdiri dari : 

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; 

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; 

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi; 

d. Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

 

Pasal 5 

PerjalananDinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 

meliputi : 

a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;  

b. Perjalanan Dinas antar Kecamatan; 

c. Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan Lubuk Basung. 

 

BAB V 

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS 

Pasal 6 

Untuk melakukan perjalanan dinas, pelaksana perjalanan dinas harus 

memenuhi persyaratan : 



 

Standar Perjalanan Dinas Tahun 2019 6 

 

a. Adanya persetujuan atau perintah; 

b. SPT; 

c. SPD; dan 

d. Izin Pemerintah, khusus untuk perjalanan dinas luar negeri. 

 

Pasal 7 

(1) Setiap orang yang melakukan perjalanan dinas wajib mendapatkan 

persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, kecuali 

Ketua DPRD.   

(2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

a dipersyaratkan bagi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi dan 

Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 

Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang mengeluarkan 

perintah atau persetujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 

dan Luar Negeri di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur oleh DPRD.   

Pasal 8 

Ketentuan mengenai pejabat yang berwenang menandatangani SPTdi 

lingkungan DPRD diatur oleh DPRD. 

 

Pasal 9 

SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, untuk Pimpinan dan 

Anggota DPRD ditandatangani olehSekretaris DPRD. 

 

BAB VI 

LAMA PERJALANAN DINAS 

Pasal 10 

Perjalanan dinasPimpinan dan Anggota DPRDdapat dilakukan lebih dari15 

(lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan. 

 

Pasal 11 



 

Standar Perjalanan Dinas Tahun 2019 7 

 

(1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan kunjungan 

kerja atau rapat kerja dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari. 

(2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan konsultasi 

atau koordinasi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari.  

(3) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat dihitung 1 (satu) hari 

sebelum tanggal pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan 

kegiatan,termasukuntukkegiatan yang akomodasi dan konsumsinya 

ditanggung oleh Panitia atau membayar setoran kepenyelenggara. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk 

kegiatan yang jadwal registrasinya dimulai pada jam 13.00 wib.  

(5) Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan 

penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dapat digunakan untuk 

uang makan, transportasi lokal, uang harian dan uang penginapan. 

(6) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomani Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 

Pasal 12 

Perjalanan dinas dapat dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.  

 

BAB VII 

KOMPONEN PERJALANAN DINAS 

Pasal 13 

(1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan, terdiri dari: 

a. Uang Harian; dan 

b. Biaya Transportasi. 

(2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari: 

a. Uang harian; 

b. Biaya Transportasi atau BBM; 

c. Uang Penginapan;dan 

d. Uang Representasi. 

(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas LuarDaerah Dalam Provinsi, terdiri 

dari: 

a. Uang Harian; 

b. Biaya Transportasi atau BBM ; 

c. Uang Penginapan; dan 

d. Uang Representasi. 

(4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi terdiridari 

: 
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a. Uang Harian; 

b. Biaya Transportasi atau BBM; 

c. Uang Penginapan; 

d. Uang Representasi; dan 

e. Biaya Taksi. 

(5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari : 

a. Uang Harian; dan 

b. Biaya Transportasi. 
 

Pasal 14 

Besaran komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13  tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 15 

(1) Biaya transportasi diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan 

kendaraan umum. 

(2) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan umum, diberikan 

biaya penggantian bahan bakar minyak.  

 

Pasal 16 

(1) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dapat menggunakan 

transportasi darat atau udara berdasarkan kebutuhan. 

(2) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan 

kendaraan dinas wajib mendapatkan persetujuan Bupati.  

(3) Permohonan pemakaian kendaraan dinas, diajukan bersamaan dengan 

permohonan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam satu dokumen. 

(4) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3), 

dilengkapi dengan dokumen izin pemakaian kendaraan dinas, yang 

dikeluarkan oleh Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.  

 

Pasal 17 

(1) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan : 

a. Pimpinan DPRD, menggunakan fasilitaspenerbangankelas eksekutif 

atau bisnis. 

b. Anggota DPRD, menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi, 

kecuali dalam kondisi tertentu. 

(2) Perjalanan dinas dengan kereta api dan bus menggunakan fasilitas 

kelas eksekutif. 
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BAB VIII 

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 18 

(1) Uang Harian dibayarkan secara lumpsum. 

(2) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah 

dalam provinsi yang akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia atau 

setoran ke penyelenggara uang harian dibayarkan sebesar 75%. 

(3) Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang akomodasi dan 

konsumsi ditanggung panitia atau setoran ke penyelenggara, 

pembayaran uang harian :  

a. Hari pertama dan terakhir 100%. 

b. Hari ke 2 sampai dengan hari ke 14 (empat belas) dibayarkan 50%. 

c. Hari ke 15 (lima belas) sampai berakhir kegiatan dibayar 25%. 

(4) Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah 

dalam provinsi yang makan minum ditanggung panitia, uang harian 

dibayarkan 75%. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk 

perjalanan dinas dalam rangka mengikuti program pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional. 

 

Pasal 19 

(1) Biaya transportasi dibayarkan secara atcost, kecuali untuk : 

a. Perjalanan dinas dalam daerah; 

b. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi; dan 

c. Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara atau 

pelabuhan dan sebaliknya. 

(2) Biaya transportasi di kota tempat kegiatan berlangsung, menuju 

instansi yang dikunjungi dibayarkan secara at cost.  

 

Pasal 20 

(1) Biaya penginapan dibayarkan secara at cost dengan batasan tertinggi 

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Biaya Penginapan dapat dibayarkan dengan memperhatikan urgensi 

kebutuhan dari kegiatan yang dilaksanakan. 

(3) Perjalanan dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan 

diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif 

tertinggi kecuali penginapan di Kota Bukittinggi. 

Pasal 21 
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Apabila tempat kegiatan ditentukan oleh penyelenggara dan biaya 

penginapan melebihi tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada Lampiran, 

maka kepada yang melakukan perjalanan diberikan biaya penginapan 

dengan tarif terendah yang tersedia pada tempat pelaksanaan kegiatan 

tersebut. 

 

Pasal 22 

(1) Uang Representasi diberikan kepadaPimpinan dan Anggota DPRD,  

(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara 

lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini. 

 

BAB IX 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 23 

(1) Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinaswajib menyerahkan 

dokumen pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran. 

(2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: 

a. Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah 

dalam propinsi : 

1. SPT; dan 

2. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan; 

b. Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dan perjalanan dinas  luar 

negeri : 

1. Persetujuan atau perintah; 

2. SPT; 

3. SPD yang sudah ditandatangani pejabat ditempat tujuan; 

4. Tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang 

digunakan; 

 

5. Bording Pass untuk transportasi udara; 

6. Bill hotel atau bukti pembayaran sewa penginapan; 

7. Daftar perhitungan rampung biaya perjalanan dinas; 

8. Laporan perjalanan dinas; dan 

9. Izin Pemerintah bagi perjalanan dinas luar negeri; 

(3) Format perhitungan rampung biaya perjalanan dinas sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 sebagaimana tercantum pada 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP     

Pasal 24 

PeraturanBupati  ini mulai berlaku sejak tanggal    Januari   2020. 

Agar setiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam. 

 

 

Ditetapkan di Lubuk Basung 

pada tanggal  25 Oktober2019 

BUPATI  AGAM, 

 
 

INDRA CATRI 

 

 

Diundangkan di Lubuk Basung 

padatanggal 25 Oktober2019 
 

      SEKRETARIS DAERAH 

        KABUPATEN AGAM, 

 

 
         MARTIAS WANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN  2019NOMOR …      
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LAMPIRAN    

PERATURAN  BUPATI  AGAM  

NOMOR  51TAHUN  2019 

TANGGAL 25OKTOBER2019 

 

 
 

 

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. 

a. Uang Harian 

Kegiatan Pembahasan RAPBD, LKPJ, LKPD dan Pansus dalam 
Wilayah Kabupaten Agam 
 

No Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1. Ketua  DPRD orang/hari 600.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD orang/hari 500.000,- 

3. Anggota DPRD orang/hari 400.000,- 
 

 

Kegiatan Diluar Huruf  a 

No Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1. Ketua  DPRD orang/hari 300.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD orang/hari 250.000,- 

3. Anggota DPRD orang/hari 200.000,- 

 

b. Uang Representasi. 
 

No Uraian Satuan Rincian  

1. Ketua, Wakil dan Anggota 

DPRD 

orang/hari 100.000,- 

 

c. Biaya Transportasi   (PP) : 
 

No. Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1. Lubuk Basung ke- Kecamatan 

Ampek Nagari, Tanjung Raya, 
Tanjung  Mutiara 

orang kali 

 

75.000,- 

2. Lubuk Basung ke- Kecamatan 

Matur, IV Koto, Banuhampu-
Bukittinggi 

orang kali 100.000,- 

3. Lubuk Basung ke- Kecamatan 

Sungai Pua, Ampek Angkek, 

Baso, Tilatang Kamang, 

Kamang Magek, Palembayan 
dan Canduang. 

orang kali 150.000,- 
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4. Lubuk Basung ke- Kecamatan 
Palupuh dan Malalak. 

orang kali 175.000,- 

 

 

d. Perjalanan Dinas dari pusat kota ke Kecamatan Lubuk Basung 
 

No Uraian  Satuan Biaya (Rp) 

1. Ketua DPRD OH 100.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 90.000,-  

3. Anggota DPRD OH 80.000,- 

 

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 

a. Uang Harian : 
 

 

No 

 

Uraian 

Rincian 

Satuan Uang Harian 

1. Ketua DPRD OH 600.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 500.000,- 

3. Anggota DPRD OH 400.000,- 

b. Uang Harian ke Kabupaten Mentawai 
 

 

No 

 

Uraian 

Rincian 

Satuan Uang Harian 

1. Ketua DPRD OH 800.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 700.000,- 

3. Anggota DPRD OH 600.000,- 

c. Uang Harian Khusus Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan 

Anggota DPRD 
 

 

No 

 

Uraian 

Rincian 

Satuan Uang Harian 

1. Ketua DPRD OH 850.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 800.000,- 

3. Anggota DPRD OH 750.000,- 

d. Uang Representasi. 
 

No Uraian Satuan Rincian  

1. Ketuadan Wakil Ketua DPRD orang/hari 300.000,- 

2. Anggota DPRD orang/hari 250.000,- 
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e. Biaya Transportasi (P/P)  : 
 

No. Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1. Lubuk Basung ke- Kota Pariaman, 

Kabupaten Padang Pariaman dan 

Kabupaten Pasaman Barat  

orang/

kali 
150.000,- 

2. 
Lubuk Basung ke- Kota Padang, 
Kota Padang Panjang, Kota 

Payakumbuh dan Kabupaten Lima 

Puluh Kota 

orang/

kali 

175.000,- 

3. Lubuk Basung ke–Kota 
Sawahlunto, Kab. Solok, Kota 

Solok, Kabupaten Pasaman dan 

Kabupaten Tanah Datar 

orang/

kali 

225.000,- 

4. 

 

Lubuk Basung ke- Kabupaten 

Dhamasraya,Kab. Sijunjung, Kab. 

Solok Selatan dan Kabupaten 

Pesisir Selatan 

orang/

kali 
275.000,- 

5. Lubuk Basung  Ke- Kabupaten 

Mentawai  

orang/

kali 
Menyesuaikan 

 

d. Biaya Penginapan: 

 

No. Provinsi Satuan Ketua DPRD 
Wakil Ketua 

DPRD 
Anggota 

DPRD 

1 2 3 4 5 6 

  KELOMPOK I OH 2.000.000 1.500.000 1.200.000 

1 Kota Padang         

2 Kota Bukittinggi         

  KELOMPOK II OH 1.000.000 800.000 600.000 

2 Tanah Datar         

3 Padang Panjang         

4 Solok          

5 Kota Solok         

6 Kota Sawah Lunto         

7 Sijunjung         
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8 Pesisir Selatan         

  KELOMPOK III OH 700.000 600.000 500.000 

9 Kota Payakumbuh         

10 Kota Pariaman         

11 Pasaman         

12 Pasaman Barat         

13 Solok Selatan          

14 Damasraya         

15 Padang Pariaman         

16 Kota Pariaman         

17 Lima Puluh Kota         
 

 

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi  

a. Uang Harian dan Biaya Taksi : 
 

 

No             Uraian 

Rincian 

Satuan 
Uang 

Harian 
Biaya Taksi 

(PP) 

1. Ketua DPRD OH 1.150.000,- 500.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 1.050.000,- 500.000,- 

3. Anggota DPRD OH 1.000.000,- 500.000,- 

 

b. Uang Representasi : 
 

No Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1. KetuaDPRD OH 550.000,- 

2. Wakil Ketua DPRD OH 450.000,- 

3. Anggota DPRD OH 350.000,- 

 

c. Biaya Penginapan  

 

No. Provinsi Satuan Ketua DPRD 
Wakil Ketua 

DPRD 
Anggota 

DPRD 

1 2 3 11 12 13 

  KELOMPOK I OH  5.000.000 4.000.000 3.000.000 

1 DKI Jakarta 
 

      

  KELOMPOK II  OH 3.500.000 2.500.000 2.000.000 
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2 Banten        

3 Jawa Barat        

4 DI Yogyakarta        

5 Sumatera Utara        

6 Sumatera Selatan        

7 Bali        

8 Sulawesi Utara        

9 Sulawesi Selatan        

  KELOMPOK III  OH 2.750.000 2.250.000 1.750.000 

10 Aceh        

11 Riau        

12 Kepulauan Riau        

13 Jambi        

14 Lampung        

15 Bengkulu        

16 Bangka Belitung        

17 Jawa Tengah        

18 Jawa Timur        

19 Nusa Tengg. Barat        

20 Nusa Tengg Timur        

21 Kalimantan Barat        

22 
Kalimantan 
Tengah 

       

23 
Kalimantan 
Selatan 

       

24 Kalimantan Timur        

25 Kalimantan Utara        

26 Gorontalo        

27 Sulawesi Barat        

28 Sulawesi Tegah        

29 Sulawesi Tenggara        

30 Maluku        

31 Maluku Utara        

32 Papua        

33 Papua Barat        
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d. Biaya Tiket (PP) 
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1. Perjalanan dinas Luar Negeri. 
 

a. Uang harian   : 
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b. Biaya Tiket   :  
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BUPATI AGAM, 

 
 

 

INDRA CATRI 
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FORMAT PERHITUNGAN RAMPUNG 
 
 

SURAT TUGAS NOMOR  :  
TANGGAL  : 
 

NO. PERINCIAN BIAYA VOLUME SATUAN 
HARGA 
SATUAN 

JUMLAH 

1.    Rp. Rp. 

2.    Rp. Rp. 

3.    Rp. Rp. 

4.    Rp. Rp. 

 Jumlah -------------->>>>   Rp. Rp. 

 Terbilang : 

 
Lubuk Basung, ………………….. ………………….. 

 

Telah dibayar sejumlah  
Rp……………………………….. 

BENDAHARA PENGELUARAN 
 
 
 

…………………….…………….. 
             Pangkat/Gol.                  
             NIP. 

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp……………………………….. 

YANG MENERIMA 
 
 
 

…………………………………. 
              Pangkat / Gol. 
              NIP. 
 

 
PERHITUNGAN RAMPUNG  

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI 
 

 
DITETAPKAN SEJUMLAH             : Rp……………………. 
YANG TELAH DIBAYARKAN SEMULA  : Rp…………………….. 
SISA KURANG/LEBIH    : Rp…………………….. 
 
 

PENGGUNA ANGGARAN / 
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

 
 

……………………………………… 
Pangkat/Gol. 
                           NIP. 

 
 

BUPATI AGAM, 
 
 

 
INDRA CATRI 
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